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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR       TAHUN 2023
[bookmark: _GoBack]
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa pedoman dalam penyusunan, pengisian jabatan dan tata kerja Pemerintah Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang  Nomor   6   Tahun  2014   tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun  2015  Nomor 10);

	
	
	
MEMUTUSKAN:


	Menetapkan 
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.


	
	
	Pasal I
Diantara Bab III dan Bab IV dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2) ditambahkan 4 (empat) bab, yakni Bab IIIA, IIIB, IIIC dan IIID sebagai berikut:


	
	
	BAB IIIA
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 7A
(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
(3) Pengangkatan calon Staf Perangkat Desa mutatis mutandis pengangkatan calon Perangkat Desa.

BAB IIIB
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7B
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia atau dari unsur staf perangkat Desa.
(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 7C
(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan antar perangkat Desa dan antar Staf perangkat Desa.
(2) Mutasi jabatan antar perangkat Desa dan antar Staf perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus ada kekosongan jabatan perangkat Desa atau staf perangkat Desa.
(3) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsultasikan dengan camat.

BAB IIIC
NOMOR INDUK PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA 

Pasal 7D
(1) Perangkat Desa dan Staf perangkat Desa yang sudah diangkat, dilaporkan dan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf perangkat Desa.
(3) Nomor Induk Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa.
(4) Nomor Induk Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa dan menjadi persyaratan bagi Perangkat Desa untuk memperoleh penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.


	
	
	Pasal 7E
Nomor Induk Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D terdiri dari:
a. 4 (empat) digit tahun lahir;
b. 2 (dua) digit bulan lahir;
c. 2 (dua) digit tanggal lahir; 
d. 2 (dua) digit Kode Kecamatan;
e. 4 (empat) digit Nomor Urut Desa;
f. 1 (satu) digit untuk kode gender 1 (satu) untuk laki-laki dan 2 (dua) untuk perempuan; dan
g. 2 (dua) digit nomor urut.


	
	
	BAB IIID
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7F
Perangkat Desa dan Staf perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diberikan Nomor Induk Perangkat Desa berdasarkan data base Pemerintahan Desa.

	
	
	
Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.




Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 

Pj. BUPATI SUMEDANG,



HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 
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